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PERJUDIAN DAN PROSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ’
BUPATI KABUPATEN KARAWANG

bahwa untuk menjamin  terpeliharanya  kehidupan sosial masvarak:’
vang tertib dan beradab, sera demi menjaga kewibawaan, kabupaten
Karawang scbagai dacrah yzng masyarakatnya menjunjung tinggi  nilai-
nilai agamz dan adat istiadal paguyuban yang dipciihara  scjak turun-
temurun, perlu dicegah segala bentuk yang mengarah kepada terjadinyva
prakick kemaksiatan. perjudian dan prostitusi;

tahwa kecenderungan bahkan  kesengajaan penggunaan, pemanfaatan,
penyalahgunaan tempat-iempat tertentu untuk melakukan praktek-prakick
kemaksiatan perjudian, dan prostitusi harus diberantas scsuai dengan motto
juang Kabupaten Karawang yang indah, tertib, aman dan bersih;

babwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dengan peraturas daerah,

lJndang-undang Nomor 14 Tahur 1950 fentang Pembentukan Dacrah
Kabupaten Dzlam | ingkungan Propiusi Tawa Fara! ‘(Beritz Negara Tzhun
1950) ;

Undang- undang Nemor 7 Tahun 1974 teniang Pencrtiban  Perjudian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nemor 54 Tambahizn Lembzran Megara
Noror 3640).

Undang- undang Nomor 8 Tahun 1581 tentang Kitab Undang- undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);



-

undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keschatan (Lembaran

4. Undang-
Negara Tabun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembasan Negara Nomor 3495);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeriniahan Dacrah
baran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839):
tentang Perubahan Atas

6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokak ¥.enegawaian

Undang-undang
- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3890);

Foraturan pomcimialy Tumet 35 Tahun 1936 temang COplS TepaNa
Negeri  Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan
Lembaran Negara Nomes 3176);

xomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksan

Pidana (Lembaran Negara Tabun
Negara Nomor 3258),
or 25 Tahun 2000 tenlang Kewenangan

Propinsi schagal Daerah Otonom (Lembaran
Lembaran  Negard Nomor

aan Kitab
1983

8. Pcraturan Pcmcriniah
Undang-undang Hukum Acara
Nomor 36. Tambahan Lembaran

9. Peraturan Pemerintah Nom

Pencrintah dan Kewenangan
Negara 1ahun 2000 Nomor 33. Tambahan

3952,
10. K eputusan Menter Kehakiman Nomor M. 04-PW 07.03 rahun 1984 tentang
\Wewenang Penvidin Pegawai Negen Sipil:

rah Kabupaten Kar 4 Tahun 2000 tentang

11. Peraturan Dac awang Nomor
Penvidik Pegawai Negeni Sipil Lembaran Daerah Kabupaten Karawang
i Tahun 2000 Nomor 5 S¢n C)
1. Peraturan Dacrah  Kabupaten Jarawang Nomor
rintah  Kabupaten Karawang

Kewenangan Peme
Kabupaten Karawang Tzhun 2001 Nomor 1 Sen D)

1 Tahun 2001 ientang
(Lembaran Daerzh

Dengan Persctujiean

NEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAR PATEN

MEMUTUSKA}\’

KARAWANG

DAERAH KABUFATEN KARAWANG TENTANG
SIATAN,

PFRATURAN
K DAN TEMIAT LEMAK

PEMBERA!\'TASAN PRAKT
PERJUDIAN DAN FROSTITUSL
BAB1
KETEN'IUA.N UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan dacrah ini yang dimaksud :

-
-
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Dacrah adalah Kabupten Karawang;

Pemerintah  Dacrah adalah Kepala Dacrah bescria perangkat  Dacrah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksckutif Dacrah ;

Bupati adalah Bupati Karawang,
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Karatvang;
Peraturan Dacrah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang,

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Sosial dan
Fenberdayaan iviasy -raka. iaoupaen Kaawang:

Kemaksiatan adalah perbuatan asusila atau perbuatan lain baik vang bersifat
komersil seperti usaha hiburan maupun bukan yang dianggap udak panias
mcnurul norma keluarga, norma adat, norma agama atau norma hukum,
vang akibat dan perbuatan itu dapat menurunkar. martabat pelakunya, orang
}ain atau sesenrang, atau dapat mengganggy kententraman dan hak individy
orang lain; )

Perjudian adalah perbuatan yang mempunyai mastrd mempenaruhkan
perunfungan oleh sescorang atau badan dengan orang lain dan atau badin
lain vang mengalami kerugian atau sebaliknva. baik dengan permufakatan
stau tidak vang dilakukan atas kemauannva sendir atau orang lain atau
perbuatan lain vang dapat dipersamakan dengan MU untuk maksud
memperoleh keuntungan sendiri sebagair sual usaha yang dapal dianggap
scbagai kemungkaran atau melawan hukum!

Prostitusi -ialah segals perbuatan  sccara sukarcla alau permupakatan
untuk memperolch imbalan tertenfu atau tidak, scperti pelacuran. zina, atau
perbuatan pendahuluannya yang dilakukan scsama jenis atau lawan jenis

tetapi bukan muhnm atau terikat suatu perkawainan yang sah;
Tempat adalah tempal usaha, tempat tertentu dan tempat umum;

Tempat usaha adalah tempat usana hiburan, hotzl, restoran. losmen, toko
obat, Apotik, toko kelontong dan warung pcnjual makanan/minuman Yyang
dijadikan tcmpat 3lau tidzk baik yang diwajibkan maupur: Yang tidek
diwajibran wemiliki 1oin Tempat Usana/lzin Undang-undang Gangguan:
Tempat tortenty adalah fasilitas sosizl, fasilitas umum tempat rekreasi dan
teimasuk rumai tingza! dan atau yang digunahan atau disewakan untuk
kepiatan lain:

. Tempat Umum adalah :cmpat-tempat Yang senng disinggal\ildikunjungj vich

vmum atau temcat orang dengzn tebas saling oeriemu atau melakukan

~ kegiatan seperli pasar. \all, Plaza tempa: lah raga dan sejenisnya,

Pejabat  yang ditunjuk  adalah pejabat  yang melaksanakan program
penanganan masalah sosial dan kemaksiatan
Dinas Keschatan adalah Dinas }eschatan Kabupaten Rarawang.



BAB T
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 2

(1) Bupati melarang semua perbuatan kemaksiatan, perfjudian dan prostitusi seri2
mencabut Izin Usaha terhadap tempat usaha yang terbukti dengan sengai2
bahwa tempatnya dipergunakan untuk kemaksiatan, perjudian dan prostitusi.

(2) Terhadap pemilik, penanggung jawab, penycwa atau pengelria tempat uszhz
yang ditutup izin usahauya sebagaimana terscbut ayat (1) pasal ini dengas
tidak menehilangkan adanva dugaan bahwa yans bersanckutan terlibz:
Jangsung maupun tidak langsung perbuatan melawan hukum.

Pasal 3

Dengan peratusan dacrah«ini dilarang sctiap orang melakukan perbuzian prakice.
kemaksiatan dan/atau  yang bergerak dalam bidang usaha atau badar.
hukum/badan usaha dengan sengaja menyediakan tempat yang mengarah kepacz
segala bentuk kemaksiatan, perjudian dan prostitusi, termasuk 1enis usali:
permainan mesin ketangkasan (ammusemer!), obyek hiburan, undiar. lotere 3tz

sejenisnya.

BAB I

PEMBERANTASAN PRAKTEK DAN TEMPAT KEMAKSLATAN,
PERJUDIAN DAN PROSTITUS!

Paragraf Satu
Jenis Kemaksiatan
Pasal 4

Perbuatan terscbut di bawah ini menurut peraturan dacrah dinyatakan scbag::
prakick perbuatan dany atau penyalahgunaan tempat scbagaimana dimaksu:
pasal 1 huruf g, untuk tindakan kemaksiatan :

a. MemproGuksi, imengedarkan, memasang gambar foto, implikasi »2ng verhe.

pomo atau seronok di suatu tempat yang dilihat dengan jelas oler wmurmm,

b. Memproduksi, mengedarkan, menjual, menycwakan VCD/VD 1D Vids
Cassete porno dan atau tidak Jilengkapi 12bel cukai;

¢. Menayangkan film seluloid/poster tanpa lcgislasi dari badan scns<? resmi

4. Berkerumun pada suatu tanp?t yang dapat dikatsgor'kan scbacz: pgrLua':z'
maksiat yang dapat mcngganggu ketentraman, l.ccbcbasan orang lain, bae
dari tempat umum maupun di lingkungan permukiman penduduk:

¢. Menjajakan dir/memamerkan badan kepada orang fain dengan maku-
maksud tertentu;



f Menyclmggrakmpamj“kﬂ(m)m tari yang berbau pomo atau
seronck dengan memamerkan bagian aurat (stripteasc);

g Mclakukan perbuatan yang meourut pembuktian medis scbagai tindakan
abortus;

h. Meminum minuman keras dan atau minuman lainnya yang mematukkan;

i Perbuatan lain yang menurut norma hukum, norma keluarga, nomma agama,

- porma adat yang dapat mengganggu  ketentraman dan ketertiban di
masyarz’at.

Paragraf Kedua
Jenis Peyjudian
Pac=l 5

Perbuatan tersebut di bawah ini menurut peraturan dacrah dinyatakan sebagai

praktck perbuatan dary atau penyalahgunaan tempat scbagaimana dimaksud

pasal 1 huruf dan h untk tindakan perjudian atau dapat dianggzp scbagat
penudian:

a. Mengadakan kesepakauan melakukan perjudian dengan pertaruhan uang
benda ataus sesuatu yang dapat dikatakan scbagai obyek kebendaan dan atzu
orang;

y. Mengadakan ysaha permainan mesin ketangkasan (amscment) yang digeman
anak-anak dan atau orang dewasa dengan maksud perjudian;

c. Meclakukan usaha jas3 liburan dengan mesin atau bukan dengan
menggunakan pcrtaruhan.’pcmbayaran berulang- ulang;

d. Mcnjuallmcmpcrdagangkan, mengedarkan  lotere/kupon deagan nomof,
kode, gambar atau scjenis yang dilarang olch pemerintaly;

¢. Menyaksikan, ikut scria mengikuti sccara langsung atau menjadi penghibur,
penggembira atau menjadi pelindung perbuatan perjudian;

§ Melakukan perbuatan lain menurut norma hukum, norma keluarg?, norma
agama, norma adat yang dapat dinyatakan sebagai tindzk pequdian.

Paragraf Tiga
Jenis Prostitusi
Pacal 6

Perbuatan terecbut ¢i bawah ini menurut perewran dacrah, dinyatakan scbzge’
prakiek melakukan perbuatan dan penyalahgunaan tempal sebagaiman
dimaksud pasal 1 huruf 1 urituk tindakan prostitusi atau dapat dianggap sebagat
prostitusi :

a. Menjajakan diri scbagai wanita atau pria tuna susila;



b. Melakukan perbuatan prestitusi di tempat terbuka bagi umum selain tempat
sebzzaimana dimaksud dalam peraturan dacrah;

¢. Mempckerjakan wanita di bawah umur atau wanita yang diduga tidak
berstatus karyawan sebagai pelayanan tempat usaha (seperti hotel, restoran,
bar, usaha hiburan atau permanan olah raga); R

d. Membiarkan dengan sengaja tempat usaha scbagaimana dimaksud huruf ¢
pasal ini atau rumah kediaman/kontrak/sewa dipergunakan sebagai kegiatan
prostitusi;

¢. Melakukan perbuatan lain vang mcaurut norma hukum, norma keluarga,
WTia SAINAE, RINNA Adds Japui in® atakaen $€uaal NNGAR PLOSILUs,

BAB 1V

PENCEGAHAN TERIIADAP PELANGGARAN PRAKTEK DAN TENMPAT
TINDAK KEMAKSIATAN, PERJUDIAN DAN PRCSTITUSI

Pasal 7

(1) Pengussha pemilik, penanggung jawap tempat usaha dzn tempat terieniu
dilarang keras membuka usaha, mengadakan, mecnyewakan termasul.
membiarkan dengan sengaja lempat uszhanya dipergunakan olch pihak lzin
orang‘badan untuk kegiatan kemaksiatan. perjudian dan prostitusi hepada
pihak lainnya orang/badan.

(2) Sctiap orang atau badan sebagai pemilik, penanggung Jawab, pengelola atau
peminjaman seluruh atay scbagian tempat usaha, tempat terieniu, 1empat
umum: atau rumah tinggal dengan sengaja membiarkan atau patut diduga
mengetabui  akan hal jn dapat dipersalahkan melanggar  ketentuan
scbagaimana dimaksud dalam peraturan dacrah ini

(3) Rumah sakit’ rumah bersalin, laboratorium klinis, dokieriabib atau profesi
¥ang menjalankan pekerjaan bebasberprakiek vang karcna alasan-alasan
vang dapat dibenarkan menurut hukum atau karena terpaksa melakukan
tindakan medis abortus untuk menyelamatkan jiwa atzu dalih kemarusjaan
berada dalam pengawasan Dinas Keschatan.

(4) Sectiap orang dilararg melakukas: prakick perbuatan kenuksiatan, perjudian
uan prostitusi.

Pasal §

Dengan peraturan dacran ini Kabupaten Karawang dinvatakan tertutup bagi
praktck dan lokalisasi usaha kemaksiatan, perjudian dan prostitusi.



BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 9
(1) Bupati mclakukan usaha-usaha, pemberantasan, pengawasan sccara prefentif
dan represif scrta upaya pengendalian terhadap scgala kegiatan Kemaksiatan,
perjudian dan prostitusi;
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur uongan Keputusan
Bupati

BAB VI
"KETENTUAN PIDANA
Pasal 10

(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menghambat dan atau menghalang-
halangi pelaksanaan pasal 7 dan pasal 8 peraturan dacrah ini.

(2) Dengar. tidak mengurangi sanksi‘ancaman hukuman scbagaimana dimaksud
dal:m peraturan daerah ini barang siapa yang mclakukan undak
kemaksiatan, perjudian dan prostitusi  sebagaimana diatur menurui Kb
Undang-undang Hukum Pidana dan at2u Undang- undang Nomor 7 Talun
1974 tentang Penertiban Perjucian sclain dapat diancam hukuman yang
diatur oleh undang-undang terscbut juga dapat diancam dengan hukuman
sehagaumana diatur dalam peraturan dacrah iny.

(3) Barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaian mei-ngeal
Letentuan sebagaimana dimaksud pasal 3, pasal 4, Pasal 5, Pasal G, Paszl 7
avat avat (1). (2). (3), diancam hukuman kurungan <clama-lamanya 3 (nga)
bulan dan atau denda setinggi-tingginy2 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupizh)

(4) Tindak pidana scbagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini adalah tindak pidana
pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN
rasal 11
(1) Peiapat pegawai n.geri sipil d, lirglungan pemenatah dacrah Q':".“tn
wewenang khusus sebagai penyidik untuk meclakukan penyidikan undat
piaana pelanggaran.
(2) Wewenang penyidik sctagaimana dimaksad avat (1) pasal ini adalah
a. mencrima, mencari dan mengumpulkan  sena mensliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribust
dacrah agar keterangan atau laperan tersebut menjadi lengkap dan elas:
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menelifi. mencari dan mengumpulkan keterangzn mengenai  orang
pribadi atau badan teatang kebenaran perbuatan yang dilakukan
schubungan dengan tindak padana pelanggaran;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan -tindak pidana pelanggaran;

memeriksa . buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenan dengan tindak pidana pelanggaran;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti I;cmbukuan,

P TN Py

wensatetzn,  dmn denomendokvmen lphic serts memlaitizi peoyitzan
terhadap bahan bukti tersebut |

meminta  bantuan  tenaga  ahli  dalam  rangka pelaksanaan tugas
penvidikan tindak pidana pelanggaran:

menvuruh berfienti. melarang scscorang meninggalkan  ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang (ibawa sebagaimana dimaksud

pada hunuf ¢;

memolret sescorang vang Lerkaitan dengan tindsk pidana pelanggaran.
memangeil orang untuk didengar Keterangannya dan diperiksa sebagat
tersangka atau saksi;

menghentikan penvidikan:

melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana pelanggaran . menurut  hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini  memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menvampaiken hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan Ketentuan vang diawr dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

RAD VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya neraturan daerah ini, hetentuan yang telah ada can
berteutangan dengan pecaturan daerah ini, dinyatalan dicabut dan fidak berlaku

lagi

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan dacrah ini, sepanjang

Pasal 13

mengenai teknis pelaksanaannva akan diatur Jebih lanjut oleh Bupati.

.



Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Karawang

jroalangian & Karawang
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